BAB YV
Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Pada uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konsep restitusi yang tertuang dan digunakan dalam UU Perlindungan
anak melalui PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana merupakan Lex Specialis dari KUHAP, dalam
hal ini dapat memenuhi kebutuhan hak anak atas tindak pidana
kekerasan seksual yang dialaminya. Sebab, dengan diberikannya
restitusi kepada anak yang menjadi korban diharapkan untuk bisa
memulihkan dirinya secara mendalam akibat kekerasan secara fisik
maupun secara psikis/mental melalui penanganan atau bantuan medis
agar anak dapat menjalani kehidupannya seperti sediakala atau paling
tidak mengurangi rasa traumatis pada anak sehingga dapat menjalani
kehidupannya tanpa rasa takut yang dimana anak memiliki hak untuk
terbebas dari segala bentuk rasa sakit yang diderita akibat dari segala
bentuk kekerasan baik yang dilakukan secara fisik maupun kekerasan
yang dilakukan secara psikis/mental. Pengajuan restitusi oleh korban
dan/atau keluarga korban dapat menggunakan KUHAP sebagai dasar
hukum pengajuan restitusi kepada pelaku. Tetapi pengajuan restitusi
oleh korban dan/atau keluarga korban hanya bisa dilakukan pada saat
sebelum putusan berkekuatan hukum tetap selain itu kerugian yang bisa
diajukan oleh korban dan/atau keluarga korban hanya dapat
mengajukan kerugian secara materil saja tidak dengan kerugian
immateriil karena dalam Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya
kerugian immateriil. Sehingga, apabila dari korban dan/atau keluarga
korban mau mengajukan kerugian immateriil maka harus dilakukan

secara terpisah melalui Hukum Acara Perdata melalui gugatan
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perbuatan melawan hukum kepada pelaku tindak pidana. Hal ini
berbeda dengan pengajuan restitusi yang diajukan berdasarkan UU
Perlindungan anak melalui PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan Lex Specialis dari KUHAP,
dimana korban dan/atau keluarga korban juga diberi kemudahan baik
dalam pengajuan yang bisa dilakukan sebelum atau sesudah putusan
perkara memperoleh kekuatan hukum tetap serta pengajuan tersebut
bisa dilakukan kepada seluruh instansi aparat penegak hukum sesuai
dengan undang-undang yang mengatur dan kerugian immateriil tidak
perlu diajukan secara terpisah melalui hukum acara perdata. Dengan
demikian konsep restitusi tersebut, selain dari pengajuan yang
dipermudah tetapi juga cakupan kerugian yang dicakup juga lebih luas
ketimbang KUHAP sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak dalam

pemenuhan haknya melalui pengajuan restitusi.

. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti
Hakim, Jaksa, Kepolisian dan LPSK diketahui bahwa implementasi
restitusi tersebut masih sangat kurang, hal ini tidak terlepas dari
kurangnya pemahaman tentang restitusi baik dari masyarakat tetapi
juga dari pihak praktisi hukum yang masih kurang memahami tentang
pelaksanaan restitusi secara menyeluruh karena kurangnya dilakukan
sosialisasi perihal restitusi tersebut. Selain itu, penerapan dari sita
jaminan atas harta kekayaan pelaku tindak pidana yang masih sangat
jarang diterapkan sehingga menyebabkan pelaku berlindung dengan
ketidakmampuan ekonomi pelaku dalam membayarkan restitusi kepada
korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, fasilitas
pengaduan terhadap LPSK dianggap masih kurang karena sampai
sekarang kantor LPSK hanya ada DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan
Sumatera Utara, sehingga menyebabkan baik dari proses aduan sampai

dengan pengajuan restitusi menjadi terhambat karena jarak yang jauh

73



terlebih kepada korban yang berada di pelosok daerah yang kurang
terjangkau oleh LPSK. Kendati demikian, dengan dana yang terbatas
para aparat penegak hukum telah melakukan upaya dengan melakukan
pelatthan atau kerjasama antar instansi dengan tujuan agar
implementasi restitusi khususnya terhadap anak sebagai korban tindak

pidana kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal.
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5.2. Saran
1. Penulis menyarankan kepada seluruh aparat penegak hukum
kedepannya untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan restitusi
terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual
sebab restitusi merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan hak anak
yang haknya dilanggar oleh pelaku tindak pidana, dengan adanya
peraturan terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
Kepada Korban Tindak Pidana yang menyempurnakan PP Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebelumnya
dimana menjelaskan secara detail mengenai tata cara pemberian
restitusi dan juga eksekusi dari restitusi tersebut. Namun, menurut
penulis diperlukan Undang-undang dan/atau Peraturan Pelaksana yang
mengatur restitusi tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan restitusi
mencakup semua instansi negara dan dalam pelaksanaanya dapat
dilakukan secara seragam dan/atau selaras serta tunduk dan patuh dalam
pelaksanaannya. Sehingga, tujuan dari konsep restitusi ini dapat
memenuhi kebutuhan anak untuk memulihkan dirinya atas kekerasan

seksual yang dialaminya dapat terpenuhi.

2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk turut ikut andil dalam
pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam
mensosialisasikan tentang pemahaman restitusi kepada masyarakat
baik iklan maupun di sosial media agar masyarakat mengetahui bahwa
mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi khususnya terhadap
anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian,
diharapkan juga pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas atau
bantuan dana terhadap aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan

pelatihan atau kerjasama antar instansi aparat penegak hukum guna
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meluruskan dan/atau menyelaraskan pemahaman tentang pelaksanaan
restitusi ini, sehingga seluruh aparat hukum dari hulu sampai hilir
memperoleh informasi dan pemahaman secara merata dan tidak ada lagi
ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman tentang pelaksanaan restitusi
khususnya restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana
kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas
terhadap LPSK untuk mempermudah pengajuan untuk mendirikan
kantor cabang di beberapa provinsi sebab sampai sekarang kantor
cabang LPSK masih sangat kurang dan kurang atau tidak menjangkau
masyarakat yang berada di pelosok daerah, sehingga menghambat
proses pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban dan/atau keluarga
korban melalui kuasa hukumnya. Keturutsertaan pemerintah bukan
tanpa alasan, mengingat anak merupakan tanggungjawab negara maka
sudah sewajarnya pemerintah diharuskan ikut andil dalam upaya
pemenuhan hak anak melalui fasilitas pengaduan yang tersebar di
beberapa provinsi dan juga bantuan dana kepada aparat penegak hukum
dalam pengadaan atau penyelenggaraan pelatihan atau kerjasama antar
instansi hukum guna mencapai keselarasan dalam pemahaman restitusi

tersebut.
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